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BAB V 

5.1 Kesimpulan 

 Perbandingan yang telah penulis lakukan antara Konvensi Jenewa dan 

Oxford Guidance, dapat dikatakan bahwa tidak sedikit artikel yang terdapat dalam 

Oxford Guidance yang mengatur tentang pemberian aturan kemanusiaan tidak 

terdapat di dalam Konvensi Jenewa, dan artikel yang terdapat dalam Konvensi 

Jenewa tentang bantuan kemanusiaan diperjelas atau dibahas secara lebih khusus 

dalam Oxford Guidance, seperti yang telah penulis jabarkan dalam bagian 

pembahasan. Oleh karena itu Oxford Guidance dapat dijadikan instrument 

penafsiran yang otoritatif dari Konvensi Jenewa 1949. 

Adanya perbandingan yang telah dilakukan penulis antara Oxford Guidance 

dengan Hukum Kebiasaan Internasional, telah jelas terlihat bahwa Oxford 

Guidance merupakan refleksi dari Hukum Kebiasaan Internasional, karena pasal-

pasal yang terdapat dalam Hukum Kebiasaan Internasional yang membahas tentang 

pemberian bantuan kemanusiaan semuanya dibahas secara lebih lanjut oleh Oxford 

Guidance. Hal tersebut telah terlihat dalam bagian pembahasan sebelumnya. Jadi 

dapat dikatakan bahwa Oxford Guidance merupakan penjelasan secara lebih teknis 

atau dapat disebut debagai refleksi dari Hukum Kebiasaan Internasional. 

Artikel-artikel dalam Oxford Guidance sendiri tidak tumpang tindih atau 

berlawanan maupun bertolak belakang, melainkan memperjelas dan memberikan 

detail secara teknis dan khusus untuk Konvensi Jenewa 1949 dan Hukum Kebiasaan 

Internasional. 

Dari jawaban yang telah ditemukan ini, penulis dapat menjawab dua 

rumusan masalah yang telah penulis kemukakan dalam bab I, yaitu Oxford 

Guidance merupakan instrument penafsiran yang otoritatif dari Konvensi Jenewa 

1949 dan Oxford Guidance merupakan refleksi dari Hukum Kebiasaan 

Internasional. 

5.2 Saran 
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 Menurut penulis apabila terdapat kasus yang membahas tentang pemberian 

bantuan kemanusiaan, kasus tersebut sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan 

Oxford Guidance, karena seperti yang telah penulis jabarkan diatas, Oxford 

Guidance dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum untuk menyelesaikan 

masalah bantuan kemanusiaan. 
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